
 

 
   

 
 

 
 

 
 
 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 
 

NOMOR   7   TAHUN  2013 
  

TENTANG  
 

MEKANISME DAN TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SUMEDANG, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 198 Peraturan 

Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 

Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme dan Tata 
Cara Pengelolaan  Kas Non Anggaran; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286);  



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400);  

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten 

Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 
Tahun 2008 Nomor 7); 



14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 

Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2010 Nomor 3); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 

Nomor 7); 

16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 
2011 Nomor 83); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA 

PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN. 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  

3. Bupati adalah Bupati Sumedang. 

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola 
keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 

bendahara umum daerah. 

5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas 
sebagai bendahara umum daerah. 



6. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa 
untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum 

Daerah. 

7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 

membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang 
ditetapkan. 

 

  BAB II 
PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN 

Pasal 2 

(1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan  

penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak  
mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan 
pembiayaan pemerintah daerah.  

(2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
meliputi: 

a. potongan Taspen; 
b. potongan Askes;  

c. potongan pajak penghasilan; 
d. potongan pajak pertambahan nilai; 
e. penerimaan titipan uang muka; 

f. penerimaan uang jaminan; 
g. penerimaan  lainnya  yang  sejenis.   

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. penyetoran potongan Taspen; 
b. penyetoran potongan Askes;  
c. penyetoran potongan pajak penghasilan; 

a. penyetoran potongan pajak pertambahan nilai; 
b. pengeluaran titipan uang muka; 

c. penerimaan uang jaminan; 
d. pengeluaran  lainnya  yang  sejenis. 

(4) Penerimaan kas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  
diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan fihak 
ketiga (PFK). 

(5) Pengeluaran kas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) 
diperlakukan sebagai pengeluaran perhitungan fihak  

ketiga (PFK). 

(6) Pengelolaan kas non anggaran ditampung secara terpisah 

dari rekening kas umum daerah. 

 

 

 



BAB III 

PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN 

Pasal 3 

(1) BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan kas non  
anggaran dan melaksanakan penatausahaan kas non  

anggaran dengan menggunakan buku kas umum non 
anggaran. 

(2) Untuk  mengelola  kas  non  anggaran  sebagaimana  
dimaksud pada  ayat  (1),  BUD  membuka rekening kas 
non anggaran pada bank yang ditunjuk. 

 

Pasal  4 

(1) Penerimaan  kas  non  anggaran  disetor  ke rekening  kas  
non anggaran  pada bank yang ditunjuk dan dianggap sah 

setelah BUD menerima nota kredit. 

(2) Penyetoran  kas  non  anggaran  sebagaimana  dimaksud  
pada ayat (1) dilakukan dengan cara disetor langsung  

pada  bank yang ditunjuk. 

 

Pasal  5 

Pencairan kas non anggaran dari rekening kas non anggaran 

dapat dilakukan oleh BUD dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. pengeluaran  terhadap  potongan  Taspen,  potongan  

Askes, potongan  pajak penghasilan,  dan  potongan  pajak 
pertambahan nilai  dapat  dilakukan  dengan menyetorkan 

secara  langsung kepada bank/lembaga keuangan; 
b. pengeluaran terhadap kas non anggaran selain 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan 
cara sebagai berikut: 
1. surat pengajuan dari pihak yang menerima dana kas 

non anggaran kepada Bupati melalui PPKD  selaku 
BUD dan dilampiri dengan bukti pendukung yang sah; 

2. BUD melaksanakan pengujian terhadap surat 
pengajuan beserta bukti pendukung yang sah dan 

apabila  dinyatakan lengkap dan sah Kuasa Bendahara 
Umum Daerah menerbitkan cek untuk pencairan kas 
non anggaran. 

 

 

Pasal  6 

(1) Penerimaan jasa giro  atau pendapatan lainnya akibat 

penyimpanan dana rekening kas non anggaran pada pihak 
bank  merupakan  pendapatan  daerah  dan  disetorkan  
ke rekening kas umum daerah. 



(2) Penyetoran jasa giro atau pendapatan lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 
bulan dengan memindahbukukan dari rekening kas non 

anggaran ke rekening kas umum daerah. 
 

BAB IV 
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 7 

(1) Pelaporan  dan  pertanggungjawaban  penerimaan  dan  
pengeluaran  kas non anggaran disajikan dalam laporan 

arus kas dari aktivitas non anggaran. 

(2) Penyajian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 
 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang. 

 

 
 

Ditetapkan di Sumedang 
pada tanggal 31 Januari 2013 

 
BUPATI  SUMEDANG, 

 

ttd 
 

 
DON MURDONO 

 
Diundangkan di Sumedang 
pada tanggal 31 Januari 2013 

 
      Plt. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG, 
 

ttd 
 
 

ZAENAL ALIMIN 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2013  NOMOR  17 
 


